ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kedudukan Hak Prerogatif Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan,
peneliti akan melakukan studi mendalam terhadap pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang tentang hak prerogatif Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian kepala polisi. Sementara pendekatan konseptual, peneliti
akan mempelajari konsep pemikiran para ahli dalam Hukum Konstitusi terkait dengan hak
prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala polisi. Dalam proses
pelaksanaan hak prerogatif, sebaiknya Presiden benar-benar menyeleksi Calon Kapolri yang
akan dicalonkan. Agar nantinya bisa mendapatkan Calon Kapolri yang berkompeten. Hasil
penelitian menunjukan kedudukan Hak Prerogatif Presiden mengalami perubahan setelah
amandemen UUD 1945. Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
( KAPOLRI ) sebelum amandemen merujuk pada Pasal 10 UUD 1945, dinyatakan bahwa:
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara. Di dalam pasal tersebut dengan tegas menyebutkan Presiden sebagai
Panglima tertinggi Angkatan. Salah satu unsur dari angkatan besenjata adalah Kepolisian,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1997. Maka pasal 10 UUD 1945
sebelum Amandemen dengan tegas menyebutkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi wewenang penuh Presiden atau bisa disebut
dengan Hak Prerogatif Presiden.
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